PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2039

TENTANG

OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A
ayat (6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Kota Magelang
Tahun 1950 tentang
. _ _Undang Nomor 17 _
Mengingat : 1 gnriir;?)tgl?an g Dacrah-daerah Kota Kecil ~dalam
e

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
i

Jawa Barat ;

2003 tentang

Nomor 17 Tahun !

2 Undang—Und;’;%ara (Lembaran  Negara  Republik

Keuangi’?;‘ Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Indonest blik Indonesia Nomor 4286);

ra Repu
Nega 3. Undang-Undang. ..



Daeraf Daerah dan Dewan
e .
Indonesia Tahun fah (Lembaran Negara Republik

2009  Nomor 123, T
+ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

IIDerberdz_aharaan Negara (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang ~ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerln.tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun .2094 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan b dan
Anggota Dewan Perwakilap Rakyat Daerah ;\ELem a;aon
Negara Republik Indonesia Tahun 200;}k (Im:jorn esi;
Tambahan Lembaran Negara Repgbl ndo -

4416) sebagaimana telah diubah dua kali
?eor?k%rir dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun

lik Indonesia Tahun
n Negara Repub |
2002 N( L;'L‘? Zr; Tambahan Lembaran Negara Republik
2006 No !

Indonesia Nomor 4659);

8. Peraturan......ovveesneenne.



10.

11.

12.

13.

L
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pemba_gian Urusan  Pemerintah  Antars Pemerintah
Pemerintahan Daerah  Provins; dan Pemerintahar;
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005
Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Daeran Tahun 2005
Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daeran Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 chlhun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahulr)] zoog
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Maeia-
sebagaimana telah diubah dengan Peratuor;n ! e?a eri
Dalam Negeri Nomor 59 T::_lhun 20 ';n r;gr
Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri 0|m

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keua ngan Daerah;

14. Peraturan..........



14.  Peraturan Menteri p

15. ::r:?atx;an I‘:enten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
. F‘(t:ngelompokan Kemampuan Keuangan
Penggu,naan léielmg.garan Qan Pertanggungjawaban
s -an]a Penunjang Operasional Pimpinan

an  Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
I Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kota Magelang.

4, Pimpinan............



10.

(2)

-5.

pimpinan DPRD adalah Ketua DpRp g, Wakil-wakil Ketua pp

ua DPRD.
Anggota DPRD adalah mereka yang di
Anggota DPRD dan telah mengu?:ag::aesm

ikan keanggotaannya sebagai
ketentuan peraturan Perundang-undangan

SUmpah / janji berdasarkan

Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah Kiasifikasi/ Kiaster
daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan éaeraah te::ggiﬂ
yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan pada setiap kiaster.

Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk
mendanai kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan Anggota DPRD
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip
pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.

Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengel_olaz;n sumber
daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksaqaap tugas Pimpinan DPRD
sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II
PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

n Keuangan Daerah yang telah
Penentuan Kelompok Kemampua pemerintah Daerah (TPAD) dari

diperhi h Tim Anggaran : . A
Pendapatas Umom Daerah Setelah ghurng dngan B C3) G
Tunj - i Sipil Daerah dipero : .
Keuangan Dacrah d bawah Rp 200000,000.000, (312 i er pleh)
maka gditetapkan untuk kemampuan Kﬁuang;knRgr?;;g' ota Pagelang
Tahun Anggaran 2011 dengan kategori Kelomp

an Daerah Kelompok Rendah
Dengan Penetapan Kemampuan g dana yang disediakan untuk

. - at 1) maka a y
Eeetl)ag.almana dl(nakISug_ :i.a?r?ar?yDP%D disesuaikan dengan Kemampuan
anja Operasional PIMp dimaksud pada ayat (1)

Keuanaa rah sebagaimana di
gan Daera 9 BAP IIL..........
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BAB 111
BESARAN TKI DAN Bpg

Pasal 3

Besaran TKI bagi Pimpinan dan An
(1) masing-masing sebesar 1 (saty) ggota DPRD Koty

sebesar 1 X Rp 2.100.000,,_

Magelang setiap bulan

kali uang Re .
presentasi Ket
= Rp 2100000’_ ua DPRD atau

rupiah) (dua juta seratus ribu
TKI sebagaimana dimaksud .
2 tanggal 1 Januari 2011, Pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai

(1) Besaran BPO Pimpinan DPRD Kota Magelan seti isedi
sebesar 2 (dU_a) kali Uang Representa.g Ket%a DF?Inglcjjliigrr?tlxsaidI?kgg ?si::rt!taj
seperdua) kali Jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD atau
sebesar Rp 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut;
2 x Uang Representasi Ketua = 2 x Rp. 2.100.000,- Rp  4.200.000,-
1 ¥2 x Jumlah Uang Reprentasi seluruh Wakil
Ketua = 1 %2 x Rp 1.680.000 x 2 orang Rp _ 5.040.000,-

Rp  9.240.000,-

(2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

BAB IV
PENGANGGARAN TKI DAN BPO

Pasal 5

(1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang dianggarkan dalam
Pos DI?RD ygng diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Penganggaran TKI Pimpinan dan Anggota DPRD Sefgfiri‘:r?asudrimak::‘]d
pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belara i al j gPengrir::aag
diuraikan kedalam Jenis Belanja PEOTIE Oby%( I;3aenan¢%)abyek Belanja
Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD S:rnta otam[:)PRD.

Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Angg

Pasal 6

iat DPRD van
diformulasikan kedalam Rencand Kerja da
P €rangkat Daerah Sekretariat DPRD.
(2) Penganggaran..........



(2)

2

p'engangg?(%nn EIS(I;OdP;mplnan DPRD sebagaimang g
dlkglomP? o dlam Belanja Tigak Langsung gﬂaksgd Pada ayat (1)
Jenis Bg; ja sgawa, Obyek Belanja Penunjany nél dlura?ukan kec'jalgm
obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan ngge;Ziogia;, Rlncllan

nggarkan

pencairan TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan

pembayaran secara - Langsung (LS) melalui Be
Sekretariat DPRD. ndahara Pengeluaran

Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk TKI bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut:

Daftar Penerimaan TKI

Kwitansi Dinas (A 2)

Setoran Pajak PPh 21

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung

(SP2D-LS)

e a0 o

Pasal 8

Pencairan BPQ Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan pembayaran secara
Beban Tetap/ langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat

DPRD.

Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk BPO Pimpinan DPRD,

menggunakan dokumen sebagai berikut: .
Kvantansi/ Tanda Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Kwitansi Dinas (A 2) _ .
Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-L5)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanJah Pencairan Dana Langsung
Surat Perintah Penerbitan

(SP2D-LS)

TS0 oo

Gurat Perinta

(3) Pengajuan............



' Pencairan Dang g
3) Pengajuan PO untuk b | |
sepanjang  penggunaan  gana yl::zg be';'tjlijtn;a dapat dilaksanakan
dipertanggungjawabkan, a diterima  telah

BAB VI
PERTANGGUNGJIAWABAN TKI DAN PENGGUNAAN BPO
Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta BPO
Kegiatan Pimpinan DPRD yang telah diterima secara Langsung (LS) melalui
Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD disampaikan kepada Pejabat
Pengelola Keuangan (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
bersamaan dengan penyampaian SP) Sekretariat DPRD pada saat
pengajuan permintaan Uang Persediaan.

(2) Khusus untuk penyampaian pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD
dilampiri dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan dilengkapi dengan
Rincian Penggunaan BPO Kegiatan Pimpinan DPRD yang memuat Kegiatan,
Tujuan, Penerimaan dan Waktu Penggunaan Dana yang ditandatangani

Pimpinan DPRD.

Pasal 11

BPO Pimpinan DPRD dipergunakan untuk: o _
4. representasi an[:ara lain menyampaikan berbagai informasi  dan

permasalahan yang ada d masyarakati~| Anme;aksgg;gn dan
memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Angg :

nsportasi;
Pelayanan, antara lain untuk pelayanan k‘ean.1anan d:lan I:;:-rl] egpa i § e
¢ kebutuhan lain, antara lain untuk mengikutl upacs , upaca
4

: o tikan pejabat daerah, melakukan
peringa i iadi daerah, pelan —_
koord?nta:asri] dgr?nkojnsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah pimpinan

njadi juru bicara DPRD dan
d -tokoh masyarakat, me
D::gzriadnan b;ﬁ:ggntokepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang

sifatnya incidental.
Pasal 12..........

Resshg st



Pasal 12

' PRD selaku pe
ekretaris D : Ngguna Ap .
lfen’élEIOIaan BPO Kegiatan Pimpinan DPRD'ggaran bertanggung  jawab  atas

Pasal 13

palam hal BPO Kegiatan Pimpinan DPRD
Anggaran yang berkenaan terdapat da
disetorkan ke Rekening Kas Umum Daera

Sampai dengan berakhirnya Tahun
Na yang tidak habis terpakai, harus

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada fanggal %0 Dey

OTA MAGELANG

SIGIT WIDYONRINDITO

Diundangkan i Magelang
Pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
It

T

AZIS AGUS SURYAISﬁ(O

NOMOR 41
"ERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010

sl



